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ABSTRACT : 
The implementation of local autonomy is requiring every locality to finance their interest. One of source 
of local income is cames from tax sector. One of type comes from tax sector are hotel and advertisement. 
Seeing there are many tax payer which paid hotel and advertisiment tax in malang city, and strategy of 
Dispenda in improving income from the twoof tax. So, it expected that hotel and advertisiment tax can 
improve local genuine income in malang city. Research type is descriptive with qualitative approach. 
Data collection technique includes interview and documentation. The data involve the report of target 
and realization of hotel tax income, and also the document related to advertisement tax, local tax, and 
Local Genuine Income in period 2011-2014. Analysis method is the analysis over effectiveness, growth 
rate and contribution. Result of research indicates that in average, hotel tax and advertisement tax in 
period 2011-2014 is very effective. Growth rate of hotel tax and advertisement tax is assigned into 
unsuccessful criteria. Contribution rate of hotel tax to local tax is very low, so is its contribution to Local 
Genuine Income. Some efforts are already taken by the Official of Local Income in Malang City such as 
to look for new potential, to explore further the existing potential, to formulate the law to optimize the 
revenue of hotel and advertisement taxes, to enforce the sanction, and to implement e-tax online tax 
system (tax electronic system). 
ABSTRAK 
 
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah mampu membiayai keperluan daerahnya sendiri. 
Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari sektor pajak. Salah satu sektor pajak tersebut dari 
pajak hotel dan pajak reklame. Melihat tingginya jumlah Wajib Pajak hotel dan pajak reklame di Kota 
Malang, serta bagaimana strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan dua jenis pajak tersebut. 
Diharapkan pajak hotel dan pajak reklame mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak hotel 
dan reklame pada Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dispenda dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah 
laporan target dan realisasi pendapatan pajak hotel, pajak reklame, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) tahun 2011-2014. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan 
kontribusi. Hasil penelitian yaitu tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 
2011-2014 rata-rata adalah sangat efektif. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak 
reklame masuk kriteria tidak berhasil. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah 
adalah sangat kurang dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat kurang. Upaya 
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah dengan cara mencari potensi baru dan 
menggali potensi yang sudah terdata, merumuskan peraturan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan 
pajak reklame, pemberian sanksi, serta menjalankan sistem pajak online e-tax (elektronik pajak). 
 
PENDAHULUAN
Upaya pemerintah daerah dalam hal ini dinas 
pendapatan selalu memaksimalkan potensi yang 
dimiliki daerah untuk mendukung proses 
pembangunan yang akan dijalankan. Otonomi 
daerah dilaksanakan dengan memberikan 
otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional 
kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya 
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber 
daya nasional yang berkeadilan serta adanya 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 
Kebijakan daerah dengan memberi wewenang 
sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada 
sesuai dengan kebutuhan pembiayaan 
pembangunan daerah yang dirasa semakin 
meningkat, sehingga memerlukan dukungan 
dana yang memadai. 
       Proses penyelenggaraan pemerintah yang 
baik, maka unsur utama yang penting adalah 
mengenai dana atau keuangan, dimana suatu 
daerah harus dapat secara teliti menggali 
sumber dana yang dimiliki. Dana tersebut 
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan pajak daerah yang diharapkan dapat 
membantu penerimaan daerah. Dilihat dari 
sumber tersebut dapat dijelaskan dari mana 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak 
daerah diterima. PAD sangat penting sebagai 
sumber pembiayaan pemerintah karena 
merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. Proporsi Pendapatan Asli 
Daerah terhadap total penerimaan merupakan 
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indikasi derajat kemandirian keuangan suatu 
pemerintah daerah.  
Proses pemungutan yang digunakan 
untuk membiayai pengeluaran Pemerintah 
Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu 
komponen Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan pajak yang dikenakan oleh 
Pemerintah Daerah kepada penduduk yang 
mendiami suatu wilayah. Malang merupakan 
Kota yang mempunyai sumber pendapatan dari 
pajak daerah contohnya yaitu dari penerimaan 
pajak hotel dan pajak reklame.  Berikut daftar 
jumlah Wajib Pajak hotel dan reklame pada 
tahun 2011 – 2014.  
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak  
Jumlah Wajib Pajak 
Tahun 2011 – 2014 
Tahun Hotel (unit) Reklame 
(buah) 
2011 78 6445 
2012 88 6075 
2013 97 5320 
2014 133 3904 
  Sumber : Dispenda Kota Malang, 2015 
Berdasarsakan tabel 1 dapat diketahui bahkan 
pada tahun 2014 jumlah wajib pajak hotel 
mengalami kenaikkan yang cukup signifikan, 
sedangkan untuk pajak reklame mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini 
diharapkan dengan adanya penurunan wajib 
pajak dari tahun ke tahun mampu memberikan 
kontribusi yang berarti untuk pendapatan pajak 
daerah walaupun tidak diiringi dengan 
kenaikan jumlah wajib pajak reklame 
Disamping itu, Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) yang mengelola kedua jenis 
pajak tersebut menerapkan beberapa jenis tarif. 
Penerimaan pajak hotel maupun pajak reklame 
mempunyai tarif yang berbeda dari setiap jenis 
pajak tersebut, dan bagaimana strategi yang 
dilakukan oleh pihak Dispenda dalam 
meningkatkan pendapatan dua jenis pajak 
tersebut. Diharapkan nantinya akan 
mempengaruhi jumlah kontribusi yang 
diberikan pada PAD Malang. Pajak hotel dan 
pajak reklame mempunyai peran yang cukup 
besar dalam menambah penerimaan daerah 
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. 
Berdasarkan dari uraian  latar belakang , maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dan mengkaji lebih dalam tentang 
permasalahan yang ada dengan judul 
“Kontribusi Pajak Hotel dan  Pajak Reklame 
dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah 
Kota  Malang.” 
TINJAUAN TEORI 
Pengertian Perpajakan 
Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo 
(2011) “pajak adalah suatu iuran rakyat yang 
dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib 
dan yang dapat memaksa karena sesuai dengan 
perundang-undangan”. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
       Undang-undang nomor 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 
1 ayat 18 menjelaskan, “Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang 
diperoleh oleh daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan dan 
Pendapatan Asli Daerah ini di dapat dari 
daerahnya sendiri”. 
Pengertian Pajak Daerah 
       Menurut Siahaan (2005). Pajak daerah 
adalah  iuran wajib yang dilakukan oleh daerah 
kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. 
Pengertian Pajak Hotel 
       Pajak hotel ini sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
serta Peraturan Daerah Kota malang nomor 16 
tahun 2010 adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas 
penyedia jasa penginapan atau peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran yang cukup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan 
dan sejenisnya, serta rumah kost dengan 
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
Pengertian Pajak Reklame 
Pajak reklame ini sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
Peraturan Daerah Kota Malang nomor 16 
tahun 2010adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame. Reklame adalah benda, alat, 
perbuatan atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 
umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 
dan/atau dinikmati oleh umum 
Pengertian Kontribusi 
       Menurut kamus ilmiah populer yang 
dikemukakan oleh Dany H (2006:264), 
kontribusi adalah uang sumbangan atau 
sokongan. Menurut kamus umum bahasa 
indonesia yang dikemukakan Yandianto 
(2000), kontribusi adalah uang iuran pada 
suatu perkumpulan, sumbangan. Kesimpulan 
dari beberapa ahli tersebut dapat diartikan 
kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, 
dukungan terhadap suatu kegiatan agar 
berjalan dengan lancar. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
menyatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Fokus penelitian menurut Moleong (2007) 
menyatakan bahwa penentuan fokus suatu 
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penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, 
penentuan fokus membatasi studi yang berarti 
bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat 
peneliti menjadi layak. Kedua, penetapan fokus 
berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar 
suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. 
Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs 
penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Malang yang terletak di Perkantoran Terpadu 
Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono 
Gedung B Lantai 1 Kel. Arjowinangun. Sumber 
data berasal dari data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini menurut Halim 
(2004) : 
1. Dengan rumus: Pa = 
QXn
QYn
  X 100% 
2.  Dengan rumus:Efektifitas = 
realisasi 
target 
X 
100% 
3. Dengan rumus:  Gx = 
Xt−X(t−1)
X(t−1)
X 100% 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyajian Data 
1. Efektivitas, dan Laju Pertumbuhan Pajak 
Hotel dan Pajak Reklame.  
a) Pajak Hotel 
1) Efektivitas Pajak Hotel 
Hasil analisis dan perhitungan 
jumlah pajak hotel dapat diketahui 
yaitu sebesar sebesar 106,90%, 
tahun 2012 sebesar 109,81%, tahun 
2013 sebesar 125,37% dan tahun 
2014 sebesar 146,01%. 
2) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel 
Laju pertumbuhan penerimaan 
pajak hotel yang tertinggi terjadi 
pada tahun 2014 yang sebesar 
79,90%. Laju pertumbuhan yang 
paling terendah terjadi pada tahun 
2012 sebesar 15,34%. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pemerimaan 
pada sektor tersebut mampu 
memberikan dukungan dalam 
upaya peningkatan atas kontribusi 
pajak hotel dalam meningkatkan 
pendapatan daerah. Adanya 
peningkatan tersebut juga 
memberikan dukungan bagi 
pemerintah daerah untuk 
memberikan jaminan bahwa sisten 
dan prosedur telah dijalankan 
sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.  Jadi laju pertumbuhan 
pajak hotel juga memberikan 
gambaran mengenai sejauh mana 
aktivitas yang dilakukan 
sepenuhnya dapat mendukung 
pencapaian tujuan dalam 
peningkatan pendapatan daerah. 
b) Pajak Reklame 
1) Efektivitas 
Penerimaan pajak reklame 
mengalami naik turun atau 
fluktuasi, dinana kondusi ini 
dikeranakan belum stabilnya 
penerimaan dari pendapatan dari 
sektor pajak reklame tersebut.  
Tingkat efektivitas tahun 2011 ke 
tahun 2012 mengaalami penurunan 
dan tahun setelahnya menunjukkan 
adanya peningkatan. Efektifitas  
tersebut dapat ditentukan dengan 
melakukan perbandingan antara 
target dan realisasi Dari target dan 
realisasi tersebut diperoleh hasil 
efektifitas.  
2) Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 
Laju pertumbuhan pajak reklame di 
Kota Malang dalam kurun waktu 
empat tahun mengalami kenaikan 
yang signifikan walaupun pada 
tahun 2012 mengalami penurunan 
penerimaan pajak reklame. 
Penurunan tersebtu 
mengindakasikan menurunnya 
tingkat efektivitas penerimaan 
pajak. 
2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak 
Reklame Terhadap Pajak Daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
a. Kontribusi Terhadap Pajak Daerah 
Kontribusipenerimaan pajak hotel dan 
pajak reklame terhadap pendapatan 
pajak daerah Kota Malang tahun 2011-
2014 adalah sebagai berikut: Pa 2011 
sebesar 6,77%, 2012 sebesar 6,15%, Pa 
2013 sebesar 5,84% dan Pa 2014 
sebesar 8,99%. Kontribusi Pajak 
Reklame Terhadap Pajak Daerah. 
  Jumlah kontribusi Pa 2011 sebesar 
7,93%, Pa 2012 sebesar 5,82%, Pa 2013 
sebesar 4,49% dan Pa 2014 sebesar 
6,95%. 
 
b. Kontribusi Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
1) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap 
PAD 
Kontribusi tahun 2011 sebesar 
4,57%, Pa 2012 sebesar 4,25%, Pa 
2013 sebesar 4,38% dan Pa 2014 
sebesar 6,73%. Kondisi ini 
menunjukkan adanya 
kecenderungan mengalami 
peningkatan atas kontribusi 
pendapatan pajak terhadap PAD. 
2) Kontribusi Pajak Reklame 
Terhadap PAD 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah Pa 2011 sebesar 5,35%, Pa 
2012 sebesar 4,02%, Pa 2013 
sebesar 3,37% dan Pa 2104 sebesar 
5,20%. 
3. Upaya-Upaya Dispenda 
Dalam upaya untuk memaksimalkan 
perolehan pajak maka pemerintah daerah 
melalui Dispenda yaitu melalui  
intensifikasi pajak dan yang kedua adalah 
ekstensifikasi pajak.  Upaya ini 
memberikan dukungan dalam upaya untuk 
meningkatkan pendapatan pajak hotel dan 
reklame. 
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Pembahasan 
1. AnalisisEfektivitas, Laju pertumbuhan 
Pajak Hotel dan Pajak Reklame 
a. Pajak Hotel 
1) Efektivitas Pajak Hotel 
       Rata-rata tingkat efektifitas 
pajak hotel Kota Malang selama 
empat tahun terakhir dari tahun 2011 
hingga tahun 2014 sebesar 122,02%. 
Tingkat efektifitas tersebut masuk 
dalam kriteria sangat efektif dalam 
pencapaian selama empat tahun 
terakhir. 
2) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel 
       Kurang berhasilnya laju 
pertumbuhan pajak hotel dari tahun 
2011 hingga tahun 2014 disebabkan 
ada beberapa faktor. Pertama 
adalah penunggakan pembayaran 
pajak hotel yang dilakukan oleh 
wajib pajak hotel dan keterlambatan 
untuk setor hasil pajak hotel, 
semakin banyak tunggakan pajak 
hotel, semakin besar usaha wajib 
pajak untuk menghindar dari 
kewajibannya untuk membayarkan 
hasil pajak hotel.  Kedua, sedikit 
banyak wajib pajak hotel masih 
kurangnya informasi atau 
kurangnya pemahaman tentang 
sistem pembayaran wajib pajak 
hotel tersebut. Ketiga, banyak hotel 
yang tutup secara tiba-tiba 
kemudian membuka hotel baru 
dengan nama baru menyebabkan 
tunggakan yang sebelumnya tidak 
pernah di bayar. Keempat, banyak 
wajib pajak yang memalsukan hasil 
penerimaan pajak sedikit-dikitnya 
agar tidak dikenakan pajak hotel.        
b. Pajak Reklame 
1) Efektivitas Pajak Reklame 
       Rata-rata tingkat efektifitas 
pajak reklame Kota Malang selama 
empat tahun terakhir dari tahun 2011 
hingga tahun 2014 sebesar 111,23%. 
Tingkat efektifitas tersebut masuk 
dalam kriteria sangat efektif dalam 
pencapaian selama empat tahun 
terakhir.  
2) Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 
Dilihat dari hasil laju pertumbuhan 
pajak reklame diatas, rata-rata 
realisasi penerimaan pajak reklame 
di Kota Malang dari tahun 2011 
hingga tahun 2014 sebesar Rp. 
12.326.751.132. Rata-rata 
perubahan realisasi penerimaan 
pajak reklame dalam waktu empat 
tahun sebesar Rp. 3.148.621.128. 
Rata-rata prosentase pertumbuhan 
penerimaan pajak reklame sebesar 
29,93%. Berdasarkan skala 
pengukuran laju pertumbuhan pajak 
reklame, masuk dalam kriteria tidak 
berhasil. Kesimpulannya bahwa 
pemerintah Kota Malang  
dikategorikan masih tidak berhasil 
dalam meningkatkan potensi 
penerimaan pajak reklame. 
2. Analisis KontribusiPajak Hotel dan 
Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah 
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Kontribusi Terhadap Pajak Daerah 
1) Penerimaan Pajak Daerah 
Penerimaan pajak daeah yang 
dihasilkan oleh daerah yang 
memberikan dukungan terkait dengan 
aktivitas penerimaan pajak yaitu terkait 
dengan penerimaan pajak daerah, 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Pajak bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan  
b. Pajak bumi dan bangunan 
c. pajak penerangan jalan 
d. pajak restoran 
e. pajak hotel 
f. pajak reklame 
g. pajak hiburan 
h. pajak parkir 
i. Pajak air tanah tanah  
2) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak 
Daerah 
       Tahun 2012 realisasi penerimaan 
pajak hotel sebesar Rp. 9.787.551.998 
dan realisasi penerimaan pajak daerah 
sebesar Rp. 159.124.119.793. 
Kontribusi yang diberikan pada tahun 
2012 terhadap pajak daerah sebesar 
6,15%. Jumlah kontribusi tersebut 
masuk kriteria sangat kurang. Tahun 
2013 kontribusi yang diberikan pada 
tahun ini hanya mencapai 5,84 %, 
walaupun jumlah penerimaan pajak 
hotel dan jumlah penerimaan pajak 
daerah dari tahun sebelumnya 
meningkat. Jumlah realisasi 
penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 
13.934.800.660 dan jumlah 
penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 
238.499.748.162, dilihat dari jumlah 
kontribusi yang diberikan masuk 
dalam kriteriasangat kurang 
kontribusinya. 
Tahun 2014 jumlah realisasi 
penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 
25.069.025.890 dan jumlah 
penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 
278.885.457.536. Jumlah kontribusi 
yang diberikan kepada Pemerintah 
Kota Malang sebesar 8,99%. Jumlah 
kontribusi tersebut masuk dalam 
kriteria sangat kurang. Rata-rata 
jumlah kontribusi yang diberikan 
selama empat tahun terakhir sebesar 
6,94% dan masuk dalam kriteria sangat 
kurang. Hal tersebut terjadi karena dari 
tahun ke tahun jumlah kontribusi tidak 
mengalami kenaikan, contohnya pada 
tahun 2013 jumlah kontribusinya 
paling sedikit dibanding tahun-tahun 
sebelumnya yaitu sebesar5,84%. 
Tahun 2014 sudah mengalami 
kenaikan kembali sebesar 8,99% ini 
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adalah jumlah kontribusi paling 
banyak selama empat tahun. 
 
3) Kontribusi Pajak Reklame Terhadap 
Pajak Daerah 
             Kontribusi pada  Tahun 2012 
realisasi penerimaan pajak reklame 
sebesar Rp. 9.256.619.495  dan 
realisasi penerimaan pajak daerah 
sebesar Rp. 159.124.119.793. 
Kontribusi yang diberikan pada tahun 
2012 terhadap pajak daerah sebesar 
5,82%. Jumlah kontribusi tersebut 
masuk kriteria sangat kurang. Tahun 
2013 kontribusi yang diberikan pada 
tahun ini hanya mencapai 4,49 %, 
walaupun jumlah penerimaan pajak 
reklame dan jumlah penerimaan pajak 
daerah dari tahun sebelumnya 
meningkat. Jumlah realisasi 
penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 
10.716.211.080 dan jumlah 
penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 
238.499.748.162, dilihat dari jumlah 
kontribusi yang diberikan masuk 
dalam kriteria sangat kurang 
kontribusinya. 
       Tahun 2014 jumlah realisasi 
penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 
19.390.018.668 dan jumlah 
penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 
278.885.457.536. Jumlah kontribusi 
yang diberikan kepada Pemerintah 
Kota Malang sebesar 6,95%. Jumlah 
kontribusi tersebut masuk dalam 
kriteria sangat kurang. Rata-rata 
jumlah kontribusi yang diberikan 
selama empat tahun terakhir sebesar 
6,30% dan masuk dalam kriteria sangat 
kurang. Hal tersebut terjadi karena dari 
tahun ke tahun jumlah kontribusi 
mengalami penurunan, contohnya pada 
tahun 2013 jumlah kontribusinya 
paling sedikit dibanding tahun-tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 4,49%. 
Tahun 2014 sudah mengalami 
kenaikan kembali sebesar 6,95% 
walaupun jumlah kontribusi masih 
dibawah tahun 2011 sebesar 
7,93%jumlah ini adalah jumlah 
kontribusi paling banyak selama empat 
tahun terakhir. 
b. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
Target dan realisasi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh 
pemerintah Kota Malang melalui 
Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Malang dari tahun 2011 – 2014 selalu 
melebihi target yang telah ditetapkan. 
Tahun 2011 dengan target sebesar Rp. 
162.332.588.460 dan dapat  
direalisasikan sebesar sebesar Rp. 
185.818.563.983. Dari 4 (empat) jenis 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Penyumbang terbesar adalah pajak 
daerah karena jenis pajak daerah yang 
dipungut oleh pemerintah daerah 
cukup besar, yang ditargetkan sebesar 
Rp.  104.644.701.181 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
125.332.979.878 sehingga prosentase 
penerimaan sebesar 119,77%. Hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan memberikan kontribusi 
yang tidak begitu besar dibanding 
sumber penerimaan yang lain, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan mempunyai target sebesar 
Rp. 13.258.455.294 dan direalisasikan 
sebesar Rp. 13.313.185.918 ini 
merupakan penyumbang terkecil 
dibandingkan dengan jenis Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) lainnya. 
       Tahun 2012 ditargetkan sebesar 
Rp. 200.671.267.209 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
230.290.495.955. Realisasi 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) tersebut mengalami kenaikan, 
hal tersebut dilihat dari sejalannya 
target seluruh komponen Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang selalu 
mengalami peningkatan. Kenaikan 
yang secara signifikan dilihat dari 
penerimaan pajak daerah yang 
ditargetkan sebesar Rp. 
125.828.676.757 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
159.124.119.793, sehingga prosentase 
dari pajak daerah itu sendiri sebesar 
126,46%. Apa yang ditargetkan tidak 
selalu dapat direalisasikan, contoh 
pada tahun 2012 sumber penerimaan 
hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan mengalami penurunan 
dari apa yang ditargetkan. Penerimaan 
tersebut ditargetkan sebesar Rp. 
20.624.513.917, namun realisasinya 
menurun tidak sesuai target yang telah 
ditentukan yaitu sebesar Rp. 
14.350.056.538 hal itu dikarenakan 
kurangnya optimalisasi dalam hal 
pengelolaan kekayaan daerah. Adanya 
penurunan realisasi tersebut tidak 
menyebabkan penurunan secara 
keseluruhan dari penerimaa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
       Tahun 2013 ditargetkan sebesar 
Rp. 298.417.399.029 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
317.850.423.684. Hal ini menunjukkan 
bahwa penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD) sudah memenuhi target 
yang telah ditentukan. Namun ada 
penerimaan yang tidak mencapai target 
yang telah ditentukan yaitu 
penerimaan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan yang 
ditargetkan sebesar Rp. 
21.551.938.095 tapi hanya mampu 
direalisasikan sebesar Rp. 
16.571.050.907 yang jauh dari target 
hal tersebut karena masih kurangnya 
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optimalisasi dalam hal pengelolaan 
kekayaan daerah . Selain itu ada lain-
lain Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 
yang sah tidak mampu mencapai target 
karena jumlah pemungutan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang sah sangat 
kecil  sebesar Rp. 28.210.928.957 
hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 
24.305.895.246. Secara keseluruhan 
dengan tidak mencapainya target 
tersebut tidak mempengaruhi jumlah 
Pendapatan Asli Daerah  (PAD) pada 
tahun 2013. 
       Tahun 2014 ditargetkan sebesar 
Rp. 317.772.985.191 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
372.550.096.292. Penyumbang 
terbesar ada penerimaan pajak daerah 
sebesar Rp. 278.885.189.549 dan 
penyumbang terkecil adalah hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebesar Rp. 
13.385.924.500. Penerimaan lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang 
sah tidak mencapai target yang telah 
ditentukan. Semula ditargetkan sebesar 
RP. 35.768.257.853 tapi dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 
34.721.306.943. Secara keseluruhan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) tahun 2014 meningkat 
dibandingkan dengan penerimaan 
tahun sebelumnya.  
       Dilihat dari segi prosentase jumlah 
realisasi dari tahun 2011 hingga tahun 
2014 selalu menempati jumlah diatas 
100%, hal ini menunjukkan bahwa 
pencapaian realisasi Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD) di Kota Malang 
sangatlah baik. Berdasarkan data yang 
telah tersedia bahwa target dan 
realisasi penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD) di Kota Malang terdiri 
dari berbagai sumber penerimaan yang 
mampu berkontribusi untuk 
menambah jumlah penerimaan daerah. 
Penyumbang terbesar dari penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah  (PAD) adalah 
dari tahun 2011 hingga tahun 2014 
yaitu dari pajak daerah. 
2) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 
       Kontribusi penerimaan pajak hotel 
terhadap PAD dari tahun 2011 – 2014 
mengalami naik turun dalam 
memberikan kontribusinya terhadap 
PAD. Tahun 2011 kontribusi yang 
diberikan sebesar  4,57% dengan 
realisasi penerimaan pajak hotel 
sebesar Rp. 8.485.718.855 dan 
realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 
185.820.893.983, kontribusi yang 
diberikan pada tahun 2011 masuk 
dalam kriteria sangat kurang. 
       Tahun 2012 realisasi penerimaan 
pajak hotel sebesar Rp. 9.787.551.998  
dan realisasi penerimaan PAD sebesar 
Rp. 230.290.495.955. Kontribusi yang 
diberikan pada tahun 2012 terhadap 
PAD sebesar 4,25%. Jumlah kontribusi 
tersebut masuk kriteria sangat kurang. 
Tahun 2013 kontribusi yang diberikan 
pada tahun ini hanya mencapai 4,38 %, 
walaupun jumlah penerimaan pajak 
hotel dan jumlah penerimaan PAD dari 
tahun sebelumnya meningkat. Jumlah 
realisasi penerimaan pajak hotel 
sebesar Rp. 13.934.800.660 dan 
jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 
317.850.423.684, dilihat dari jumlah 
kontribusi yang diberikan masuk 
dalam kriteria sangat kurang 
kontribusinya. 
       Tahun 2014 jumlah realisasi 
penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 
25.069.025.890 dan jumlah 
penerimaan PAD sebesar Rp. 
372.550.096.292. Jumlah kontribusi 
yang diberikan kepada Pemerintah 
Kota Malang sebesar 6,73%. Jumlah 
kontribusi tersebut masuk dalam 
kriteria sangat kurang. Rata-rata 
jumlah kontribusi yang diberikan 
selama empat tahun terakhir sebesar 
4,99% dan masuk dalam kriteria sangat 
kurang. Hal tersebut terjadi karena dari 
tahun ke tahun jumlah kontribusi 
mengalami penurunan, contohnya pada 
tahun 2012 jumlah kontribusinya 
paling sedikit dibanding tahun-tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 4,25%. 
Tahun 2014 sudah mengalami 
kenaikan kembali sebesar 6,73%. 
Jumlah ini adalah jumlah kontribusi 
paling banyak selama empat tahun 
terakhir. 
3) Kontribusi Pajak Reklame Terhadap 
PAD 
Kontribusi penerimaan pajak reklame 
terhadap PAD dari tahun 2011 – 2014 
mengalami naik turun dalam 
memberikan kontribusinya terhadap 
PAD. Tahun 2011 kontribusi yang 
diberikan sebesar 5,35% dengan 
realisasi penerimaan pajak reklame 
sebesar Rp. 9.944.155.284 dan 
realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 
185.820.893.983, kontribusi yang 
diberikan pada tahun 2011 masuk 
dalam kriteria sangat kurang. 
Tahun 2012 realisasi penerimaan pajak 
reklame sebesar Rp. 9.256.619.495 dan 
realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 
230.290.495.955. Kontribusi yang 
diberikan pada tahun 2012 terhadap 
PAD sebesar 4,02%. Jumlah kontribusi 
tersebut masuk kriteria sangat kurang. 
Tahun 2013 kontribusi yang diberikan 
pada tahun ini hanya mencapai 3,37 %, 
walaupun jumlah penerimaan pajak 
reklame dan jumlah penerimaan PAD 
dari tahun sebelumnya meningkat. 
Jumlah realisasi penerimaan pajak 
reklame sebesar Rp. 10.716.211.080 
dan jumlah penerimaan PAD sebesar 
Rp. 317.850.423.684, dilihat dari 
jumlah kontribusi yang diberikan 
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masuk dalam kriteria sangat kurang 
kontribusinya. 
       Tahun 2014 jumlah realisasi 
penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 
19.390.018.668 dan jumlah 
penerimaan PAD sebesar Rp. 
372.550.096.292. Jumlah kontribusi 
yang diberikan kepada Pemerintah 
Kota Malang sebesar 5,20%. Jumlah 
kontribusi tersebut masuk dalam 
kriteria sangat kurang. Rata-rata 
jumlah kontribusi yang diberikan 
selama empat tahun terakhir sebesar 
4,49% dan masuk dalam kriteria sangat 
kurang. Hal tersebut terjadi karena dari 
tahun ke tahun jumlah kontribusi 
mengalami penurunan, contohnya pada 
tahun 2013 jumlah kontribusinya 
paling sedikit dibanding tahun-tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 3,37%. 
Tahun 2014 sudah mengalami 
kenaikan kembali sebesar 5,20% 
walaupun jumlah kontribusi masih 
dibawah tahun 2011 sebesar 5,35%. 
Jumlah ini adalah jumlah kontribusi 
paling banyak selama empat tahun 
terakhir. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah 
Kota Malang untuk meningkatkan pajak 
hotel dan pajak reklame 
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk meningkatkan pendapatan 
pajak yaitu sebagai berikut: 
a. Intensifikasi Pajak 
Kegiatan untuk menggali potensi penerimaan 
pajak hotel dan pajak reklame yang dilakukan 
oleh pihak Dispenda Kota Malang, yaitu: 
1) Menggali potensi yang sudah terdata dan 
terdaftar di Dispenda 
2) Merumuskan peraturan optimalisasi 
penerimaan pajak hotel dan pajak reklame 
3) Meningkatkan kualitas pelayanan 
4) Melakukan OSGAB (Operasi Gabungan) 
5) Pembentukan tim Unit Pelaksana 
Lapangan (UPL) 
6) Pemberian sanksi 
7) Sistem pajak online (e-tax) 
       Tujuan diadakannya sistem online e-
tax (elektronik pajak) ini adalah pertama, 
untuk mengetahui apabila ada transaksi 
pemasukkan jumlah pajak, kedua, untuk 
pelaporan apakah data yang diterima sudah 
sesuai dengan data masuk.  
b. Ekstensifikasi Pajak 
       Kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan 
perluasan  obyek pajak dalam administrasi 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disebut 
dengan ekstensifikasi pajak yang dilakukan 
oleh Dispenda. Hal tersebut dilakukan untuk 
mencari potensi baru. Kegiatan ekstensifikasi 
pajak yang dilakukan oleh Dispenda, yaitu: 
1) Mencari potensi baru 
2) Kerjasama dengan pihak luar 
 
 
 
 
KESIMPULAN DAN  SARAN 
Kesimpulan 
1. Efektivitas dan laju pertumbuhan jumlah 
penerimaan pajak hotel dan pajak Reklame 
Kota Malang tahun 2011 – 2011. 
a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak 
hotel dalam waktu empat tahun terakhir 
dari tahun 2011 hingga tahun 2014 
sebesar 106,90%, 109,81%, 125,37%, 
dan 146,01%. Rata-rata tingkat 
efektivitasnya penerimaan pajak hotel 
sebesar 122,02%. Prosentase tersebut 
menunjukan bahwa Pemerintah Kota 
Malang selama kurun waktu empat 
tahun telah melakukan pemungutan 
pajak hotel sangat efektif.Laju 
Pertumbuhan pajak hotel mengalami 
peningkatan yang siginifikan yaitu 
15,34%, 42,37%, dan 79,90%. Rata-rata 
laju pertumbuhan penerimaan pajak 
hotel selama empat tahun sebesar 
45,87%. Besarnya prosentase besarnya 
laju pertumbuhan penerimaan pajak 
hotel tahun 2011 - 2012 masuk dalam 
kriteria tidak berhasil. 
b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak 
reklame dalam waktu empat tahun 
terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 
2014 sebesar 94,20%, 108,18%, 
118,58%, dan 123,97%. Rata-rata 
tingkat efektivitas penerimaan pajak 
reklame sebesar 111,23%. Prosentase 
tersebut menunjukan bahwa Pemerintah 
Kota Malang selama kurun waktu empat 
tahun telah melakukan pemungutan 
pajak reklame sangat efektif. Laju 
pertumbuhan penerimaan pajak reklame 
Kota Malang dari tahun 2011 hingga 
tahun 2014 mengalami peningkatan 
yang cukup pesat yaitu dari -6,91%, 
15,77%, dan 80,94%. Rata-rata tingkat 
laju pertumbuhan selama empat tahun 
terakhir sebesar 29,93% masuk dalam 
kriteria tidak berhasil.  
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap 
pajak daerah dalam waktu empat tahun 
terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 2014 
yaitu 6,77%, 6,15%, 5,84%, dan 8,99%. 
Rata-rata jumlah kontribusi penerimaan 
pajak hotel terhadap pajak daerah selama 
empat tahun sebesar 6,94%.  Prosentase 
besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel 
terhadap pajak daerah Kota Malang pada 
tahun 2011 hingga tahun 2014 masuk dalam 
kriteria sangat kurang setiap tahunnya. 
Kontribusi penerimaan pajak reklame 
terhadap pajak daerah dalam waktu empat 
tahun terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 
2014 yaitu 7,93%, 5,82%, 4,49%, dan 
6,95%. Rata-rata jumlah kontribusi 
penerimaan pajak reklame terhadap pajak 
daerah selama empat tahun sebesar 6,30%.  
Prosentase besarnya kontribusi penerimaan 
pajak reklame terhadap pajak daerah Kota 
Malang pada tahun 2011 hingga tahun 2014 
masuk dalam kriteria sangat kurang setiap 
tahunnya.Kontribusi penerimaan pajak 
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) dalam waktu empat tahun terakhir 
dari tahun 2011 hingga tahun 2014 yaitu 
4,57%, 4,25%, 4,38%, dan 6,73%. Rata-rata 
jumlah kontribusi penerimaan pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
selama empat tahun sebesar 4,99%.  
Prosentase besarnya kontribusi penerimaan 
pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 
2011 hingga tahun 2014 masuk dalam 
kriteria sangat kurang setiap tahunnya. 
Kontribusi penerimaan pajak reklame 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dalam waktu empat tahun terakhir dari 
tahun 2011 hingga tahun 2014 yaitu 5,35%, 
4,02%,  3,37%, dan 5,20%. Rata-rata 
jumlah kontribusi penerimaan pajak 
reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) selama empat tahun sebesar 4,49%.  
Prosentase besarnya kontribusi penerimaan 
pajak reklame terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 
2011 hingga tahun 2014 masuk dalam 
kriteria sangat kurang setiap tahunnya. Hal 
tersebut menggambarkan pemerintah Kota 
Malang belum secara penuh menggali 
potensi pajak daerah khususnya pajak hotel 
dan pajak reklame untuk meningkatkan 
jumlah kontribusi.  
3. Menggunakan cara intensifikasi pajak dan 
ekstensifikasi pajak, selain itu DISPENDA 
juga menerapkan sistem baru yaitu program 
pajak online atau e-tax 
 
Saran 
1. Kepolisian harus  menerapkan hukum sanksi 
pidana dan memberikan efek jera kepada 
Wajib Pajak. Guna mencegah ketidakpatuhan 
Wajib Pajak dalam membayar pajak. 
2. Dispenda sebaiknya meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan cara melakukan 
pelatihan kerja, dan diharapkan mampu 
membuat kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di Dispenda menjadi baik, dan 
memperbaiki kinerja Dispenda. 
3. Dispenda seharusnya meningkatkan 
kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya 
membayar pajak, sehingga diharapkan Wajib 
Pajak mampu bersifat terbuka kepada pihak 
Dispenda tentang jumlah pendapatan. Hal 
tersebut bertujuan agar pihak Dispenda 
dengan mudah memungut pajak sesuai 
dengan undang-undang. 
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